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PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan meningkatkan
budaya ketaatan hukum masyarakat terhadap Peraturan Daerah, perlu
didukung dengan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, sebagai aparatur penegak hukum yang
profesional, jujur, berwibawa dan bermartabat;

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sudah tidak dapat memenuhi
kebutuhan operasional penegakan Peraturan Daerah, sehingga perlu
dilakukan peninjauan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747) dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4168);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun
2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 71);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 68);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sebagai bagian dari
Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam
melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum
dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala

Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Jawa Barat.

. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah,
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan
Lembaga Lain.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat yang

mengandung sanksi pidana.

11.Tindak Pidana adalah tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah

yang mengandung sanksi pidana.

http://www.bphn.go.id/



Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh
Kepala Satpol PP.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 3

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik
Polri.

BAB Il
KEWENANGAN
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya
tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polri
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau
keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 5

Disamping memperoleh hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada
PPNS dapat diberikan insentif, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 6
Sesuai dengan bidang tugasnya, PPNS wajib :

a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah,;

b. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik
Polri dalam wilayah hukumnya;

c. membuat Berita Acara setiap tindakan, meliputi :
1. pemeriksaan tersangka,
2. memasuki rumah;
3. penyitaan barang bukiti;
4. pemeriksaan saksi; dan
5. pemeriksaan tempat kejadian;

d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Kepala
Organisasi Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh Kepala
Satpol PP.

BAB IV
PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

PPNS yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Syarat dan Tata Cara
Pasal 8

(1) Calon PPNS yang akan diangkat sebagai PPNS, diusulkan oleh
Gubernur kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui
Kementerian Dalam Negeri.

(2) Calon PPNS yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi syarat :

a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling kurang selama
2 (dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan lli/a;

c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang
setara;

d. bertugas di bidang teknis substantif pada Organisasi Perangkat
Daerah;

e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter pada rumah sakit pemerintah;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar
penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Usulan calon PPNS yang akan diangkat sebagai PPNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, harus melampirkan :
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